S
WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR & TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

e

WALIKOTA BINJAIL

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan
Dagrah, Kepala Dacrah menyampatkan Rancangan Perda
tentang Pertenggungjawaban Pelaksanaan APBD  kepads
DPRD dengen dilampiri Laporan Keuangan vyang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat &
(enam)] bulan sctelah tahun anggaran berakhir:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimeana dimaksud
dalam huraf g, perlu menetapkan Peraturan Daerah lentang
Pertanggungiawabsin  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Binjal Tahun Anggaran 2014;

Pasal [8 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tabun 1956 ientang
Peinbentukan Dacrah Otonom Kota-Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negars yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dant Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 3851); :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Neomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400j;
Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem
Perencanaan  Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan KXeuangan antara Pemerintah Pusal dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomar 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Notmor 44.38);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049}
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talhun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indencsia Nomor
S674);
Peraturan Pemerintah Nomeor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
BinjaiKabupaten Dacrah Tingkat I Langkat dan Kabupaten
Tingkat B Deli Serdang ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Momor 11, Tambahan Lemiziran
Negara Republik Indonesia Nomor 3322)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewsnn  Perwakilan  Rakyat Daerah  (Lembaran Negara
Republik Tndoncaia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagarmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketisa atas Peraturan Pemerinizh Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Recpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tsahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemeor
4502);

14, Peraturan ......
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pinjarman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nemor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574];
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daersh (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahzn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Perajuran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomoer 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578},
Peraluran Pemenmiah Nomor 65 Tahun 2002 ientang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tghun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 165, Tambazhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan den Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lentang
Standar Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik [ndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomoer 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3272);
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006,
tentang  Pedoman ~ Pengelolaan  Keuangan — Daerah
sehagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalamm Negerl Nomor 21 Tahun 2011
tenlang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuanpan Dacrah Kota
gén jai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor
b
Peraturan Dacrah Kota BLﬂjﬂ.l Moemor 1 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 (Lembaran Daerah Kota Binjpi Tahun 2014 Nomor
i
Peraturan Dacrah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Anggaren Pendapalan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 [Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun
2014 Nomeor 3);



Dengan Persetujuan Bersama

DPEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWAEBAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014,

Pasal 1

(1} Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggauran Pendapatan dan Belanja Daerah
berupa laporan ketangan memuat:
a. Laporan realisasi anggardny;
b Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d, Catatan atas laporan keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikanpin dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha mibk
daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 avat (1} huruat
a Tahun Anggaran 2014 sebagai bedkut:

a Pendapatan Rp. 804091375.966,10
b. Belanja Rp. 804.308.312.949 00 [-]
Defisit REp. 210.936.982,90

¢. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 96.674.841 73564
Pengeluaran Bp.  1.931.26¢1085,0{-}
Surplus Rp._ 94743.577.150,64
Pasal 3

Uraian laporan realisasi sarggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
sebagatl berizut:
g, Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejurmniah Rp.
21751290.580,23) dengan tincian sebagal beriloat:
1, Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 82.5842.666.546,33
2. Realisasi Rp. 804091.37.5966,10 [-]
Selisth lebih/{kurang) (Rp. 21.751.290.580,23)

b. Bclisih anggaran dengan realisasi bhelanja sejumlah {Rpli3.722.451,564,97)
deng:an rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubah:zan Rp. 918030764513,97
2. Realisasi Rp. 804308312.949.00 (]
Selisih lebih/{kurang} Rp. 11.3722.43531.564,97)

o Selisih oo



c. Selisih  anggaran dengan  realisasi  surplus/defisit  sejumlah IRp.
G1971.160984,74) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit setelah perubahan [Rp. 92.188.097.967,64]
2, Realisasi (Ep. 216936.982,90) (-]
Selisih lebih/{kurang) Rp. 91.971.160.984,74]

d. Selisih anggaran dengan realisasi pencrimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 54791.875.00 dengan rincian sebagai berikut:
|. Anggaran pencrimaan pemnbialaan

setelah perubaban Rp. 96.620.048.860,64
2. Realisasi Ep. 96.674841.7356:%
Selisih letnhjkurang) Rp». 54.791.875,00

c. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan scjumlah (Rp.
2.500687308,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggraran pengeluaran pembiayaan

setelsh perubahan Bp. 4.431.95]1.893,00
2. Realisasi RBp. 1.931264.585,00
Selisih lebihfleurang) (Rp. 2.500.687.30800

. Selislh anggaran dengan realiasasi pembiayaan netlo sejumlah (Rp.
2.5534709183,00) dengan rincian scbagal berikut :
1. Anggaran pembiayaan netto

Setelah perubahan Rp. 22]88097.967,64
2. Realisasi Ep. 94.743.57 7. 100 64
Selisih lebih/{kurang) (Rp. 2555.479.183,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b par 31 Desember
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

4. Jumilah asset Rp. 2902 866.376.082.84

b Jumlah kewajiban Ep. a489.72° 2898 00

¢, Jumilah ekuitas dana Rp. 2.893.376.633, 184,84
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1} huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 adalah sebagai
berikut:

a. Saldo kas awal per 1 .Jamaari tahun 2014 Rp. 96.620.049860,64

b. Arus lkas dari aktivitas operasi Rp. 15.3067.909.179,10
c. Arus kas dar{ aktivitas investasi asset

non keuangan (Rp. 153.284.846.162,00)
d. Arus kas dariaktivitas pernbiayaan {Rp. 1.931264585,00)
e, Arus kas dart aktivitas non anggaran Fp. M. 79187 5,00
f. Baldo kas akhir per 31 Desember

Tahun 2014 Fp., 94.569%33700.74

Pasal &

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf 4 Tahun Anggaran 2014, memuat informasi balk secara kuantitatif
malpun kualitatif atas pos-pos laporan keuangarn.

Riasal e



Pazal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampran Peraturarn

Paerah Ini, terdird dar:

a Lampiran | : Laporan realisasl anggaran

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisas anggaran
menuril urisan pemerintahan daerash dan
organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran
mefurit UrIsan pemerintahan daerah,
Orgarisasi, pendapatan, belang dan
pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulas] realisasi anggaran belanja daerah

menurut  Urusan  pemerintahan  dacrah,
organisasi, program dan keglalan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah;

Lammpiran 1.6 : Daftar penyertaan modal {Investasy daerah;

Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan
penguUrangan assct tetap dacrah;

Lampiran 1.5 : Daftar  realisasi penatmbahan dan
pengurangan asset lainnya;

Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan  sampal  akhir tahun  dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Leunpiran 1,10 : Daflar dana cadangan daerah; dan
Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman dacrah dan oblipasi daerah.
b. Lampiran 11 : Neraca
Lampiran fI1 : Laporan arus las
d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan
Pasal 8

Lampiran laporan kewangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayal (2
terdiri dari:
a. Laporan kincrja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha millk daerah/perusahaan daerah
tercamtum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

PasalS.......



Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggung
jawghban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagai rincian
tebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai

Ditetapkan di Binjai

Pj WALIKOTA BINJAIL

L
{JCA!--'L,%
RIADIL AKHIR LUBIS

Diundangkan di Bin jai
pada tanggal 2% Okfdler 20\

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAIL

A

ELYUZAR SI

LEMBARAN D H KOTA BINJAl TAHUN 2015 NOMOCR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI :( 2/2015))



